LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 11

Menimbang

Mengingat

o

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Wonogiri ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
5.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Wonogiri.



7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

8. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri atas :
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah ;
d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e. Seksi Pengamanan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

o

(2) Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .



(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala SATPOL PP.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit
organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya sarta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



